


  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Bangka Selatan  tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Kabupaten Bangka Selatan; 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 

 

 

 



  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 

Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Tahun 2021 Nomor 5). 

 

                            MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA KABUPATEN BANGKA SELATAN 

   

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

  3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

  5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang 

selanjutnya disebut DSPPPAPMD adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pemberdayaan masyarakat dan desa. 

  7. Kepala Dinas adalah Kepala DSPPPAPMD Kabupaten 

Bangka Selatan. 

  8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DSPPPAPMD Kabupaten 

Bangka Selatan. 

  9. Bidang adalah Bidang pada DSPPPAPMD Kabupaten 

Bangka Selatan. 

  10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat 

DSPPPAPMD Kabupaten Bangka Selatan. 

  11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

 

 



  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahlian. 

   

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 2 

  (1). DSPPPAPMD Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan 

desa.  

  (2). DSPPPAPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

   

Pasal 3 

  DSPPPAPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan 

Daerah.  

   

Pasal 4 

  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, DSPPPAPMD menyelenggarakan fungsi: 

  a. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

  b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

  c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur di 

lingkungan Dinas; 

 



  d. penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dan 

penanganan  warga negara migran korban tindak 

kekerasan; 

  e. penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dan 

penanganan bencana; 

  f. penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data 

gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan 

perlindungan khusus anak; 

  g. penyelenggaraan penataan desa, pembinaan dan 

pengawasan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi 

pengelolaan, keuangan dan aset desa; 

  h. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan 

masyarakat hukum adat, pengembangan usaha ekonomi, 

pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi kerjasama 

antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan; 

  i. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan 

fungsi kesekretariatan Dinas;  

  j. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung 

jawab Dinas; 

  k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa; 

dan 

  l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

   

BAB III 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 5 

  (1) Susunan organisasi DSPPPAPMD terdiri dari: 

   a. Kepala Dinas; 

   b. Sekretaris Dinas, yang membawahi: 

    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 



    2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

   c. Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Kelembagaan 

Sosial, terdiri dari  Kelompok Jabatan Fungsional; 

   d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 

Kelompok  Jabatan Fungsional; 

   e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; 

   f. Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa, terdiri 

dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

   g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan, terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

  (2) Bagan Struktur Organisasi DSPPPAPMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

   

Bagian Kedua 

Sekretariat Dinas 
 

Pasal 6 

  (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas 

mempunyai tugas menyelenggarakan  koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi 

birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, 

penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi: 

   a.  pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas 

Dinas; 

   b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas; 

   c. pengoordinasian dan pemberian dukungan 

administrasi keuangan Dinas; 

   d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, 

kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, 

kearsipan dan dokumentasi Dinas; 



   e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; 

   f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, 

pelayanan publik dan tatalaksana Dinas; 

   g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan 

pengadaan barang dan jasa Dinas; 

   h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas Dinas; dan 

   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

  (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

   b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

   

Pasal 7 

  Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas: 

  a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi 

umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan 

protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi 

Dinas; 

  b. mengelola administrasi barang milik daerah dan 

pengadaan barang dan jasa Dinas; 

  c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, 

rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana 

Dinas; 

  d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, 

organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas; 

  e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan 

disiplin,  pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan 

lingkup Dinas; 

  f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dinas. 

   

 



Bagian Ketiga 

Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Sosial 

 

Pasal 8 

  (1). Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Kelembagaan 

Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi 

pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial serta 

kelembagaan sosial. 

  (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan 

Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

   a. penyusunan rencana rehabilitasi, pemberdayaan, dan 

kelembagaan sosial; 

   b. peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial 

masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan; 

   c. peningkatan kemampuan potensi sumber 

kesejahteraan keluarga, kelembagaan masyarakat, 

SDM, dan penguatan Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga (LK3); 

   d. fasilitasi pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas 

dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

   e. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian 

gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang; 

   f. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar Penyandang 

Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti 

sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di 

luar panti sosial; 

   g. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial; 

   h. penanganan dan fasilitasi pemulangan migran korban 

tindak kekerasan; dan 

   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

   

 



Bagian Keempat 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

 

Pasal 9 

  (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai 

tugas menyelenggarakan perlindungan, pembinaan dan 

fasilitasi jaminan sosial anak-anak terlantar, fakir miskin, 

korban bencana alam dan sosial. 

  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 

   a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana 

perlindungan dan jaminan sosial; 

   b. penyelenggaraan dan pemantauan terhadap 

pelaksanaan pemeliharaan, penjangkauan, dan 

rujukan anak-anak terlantar; 

   c. pendataan fakir miskin cakupan Daerah, fasilitasi 

bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan 

pengembangan ekonomi masyarakat; 

   d. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana 

alam dan sosial Kabupaten; 

   e. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung 

siaga bencana dan taruna siaga bencana; dan 

   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

   

Bagian Kelima 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Pasal 10 

  (1). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 

   a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 



   b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi 

dan advokasi kebijakan pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Daerah; 

   c. pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang 

politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan kewenangan Daerah; 

   d. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 

kewenangan Daerah; 

   e. pendampingan dan advokasi kebijakan terkait 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup 

Daerah, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban kekerasan; 

   f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah; 

   g. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), 

Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus 

Anak tingkat Daerah; 

   h. pengelolaan sistem data gender dan anak dalam 

kelembagaan data; 

   i. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada 

lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 

kewenangan Daerah; 

   j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan 

Daerah; 

   k. pencegahan kekerasan terhadap anak, penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak 

yang memerlukan perlindungan khusus; dan 

   l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

   

 

 

 

 



Bagian Keenam 

Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa 
  

Pasal 11 

  (1) Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, 

dan aset desa. 

  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa 

menyelenggarakan fungsi: 

   a. fasilitasi penyusunan produk hukum desa, 

perencanaan pembangunan desa, profil desa, dan 

evaluasi perkembangan desa serta lomba desa; 

   b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan, manajemen pemerintahan, pengelolaan 

keuangan dan aset desa; 

   c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah 

desa, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian 

Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

   d.  pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan 

Lembaga Kerjasama antar Desa; 

   e. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD; 

   f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan Peraturan 

Desa; 

   g. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, dan 

pembinaan laporan Kepala Desa; 

   h. penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi tata wilayah, 

kewenangan desa, penamaan, dan kode desa, 

penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa 

adat, sarana dan prasarana desa; dan 

   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

   

 

 

 



Bagian Ketujuh 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 
 

Pasal 12 

  (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, fasilitasi kerja 

sama antar desa, dan pembangunan kawasan perdesaan. 

  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan 

fungsi: 

   a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi masyarakat 

hukum adat dan kelembagaan masyarakat desa; 

   b. fasilitasi penataan, pemberdayaan, pendayagunaan 

dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat 

desa, lembaga adat desa, dan masyarakat hukum 

adat; 

   c. fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan 

asli desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 

   d. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat, 

penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan 

perlindungan masyarakat desa; 

   e. fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 

keluarga; 

   f. fasilitasi kerjasama antar desa, antar desa dan pihak 

ketiga, dan fasilitasi pembangunan kawasan 

perdesaan; dan 

   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional  
 

Pasal 13 

  Di lingkungan DSPPPAPMD dapat ditetapkan jabatan fungsional 

sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   

Pasal 14 

  (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 mempunyai tugas pelayanan fungsional 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator 

masing-masing. 

  (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh 

Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

  (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan 

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup 

bidang tugas. 

  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 

penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan 

Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

  
 

 

Pasal 15 

  (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

  (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan 

dan analisis beban kerja. 

 



  (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional 

masing-masing. 

   

BAB IV 

TATA KERJA 
 

Pasal 16 

  (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

  (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara 

berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DSPPPAPMD. 

   

Pasal 17 

  (1) DSPPPAPMD harus menyusun proses bisnis yang 

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan 

efisien antar bidang di lingkungan DSPPPAPMD. 

  (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DSPPPAPMD 

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 

Dinas. 

   

Pasal 18 

  Kepala DSPPPAPMD menyampaikan laporan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa secara 

berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan. 

   

Pasal 19 

  DSPPPAPMD harus menyusun peta jabatan berdasarkan 

analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas 

terhadap seluruh jabatan di lingkungan DSPPPAPMD. 

   

 

 

 



Pasal 20 

  Setiap unsur di lingkungan DSPPPAPMD wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan DSPPPAPMD maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

   

Pasal 21 

  Semua unsur di lingkungan DSPPPAPMD harus menerapkan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

   

Pasal 22 

  (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. 

  (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   

Pasal 23 

  Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan  

tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

   

Pasal 24 

  (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara 

berkala tepat pada waktunya.  

  (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi 

dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya.  

 



  (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

   

BAB V 

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
 

 Pasal 25 

  (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb. 

  (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural Eselon IIIa. 

  (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural Eselon IIIb. 

  (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau 

jabatan struktural Eselon IVa. 

   

Pasal 26 

  (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 

Administrasi  diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 27 

  Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan 

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat 

yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

   

 

 

 

 

 



BAB VII 

 KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 28 

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

  a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 

Nomor 2); dan 

  b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas 

Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa  (Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan  Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 7), 

  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal 2-3 Desember 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

I KABUPATEN BA SELATAN, 

t ARIS SETIAWAN 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal '2-3 Desember 2021 

WATI BANGKA SELATAN, 

t ZA HERDA VID \ 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ,r-7 



I 
BIDANG REHABILITASI, 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS SOSlAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

I KEPALA DINAS 

I 
I I I I II I II I I I I I I 

... KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 
. -

I I 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR S-f TAHUN 2021 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN BANGKA SELATAN 

I 
SEKRETARIS 

I 

I 

- SUBBAGIAN UMUM DAN 

- KEPEGAW AIAN -
I I 

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG ADMINJSTRASI, KEUANGAN BIDANG PEMBERDAYAAN 
BIDANG PERLINDUNGAN DAN MASYARAKAT DAN PEMBANGU NAN 

PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN I J AMINAN SOS!AL I DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN ASET DESA KAWASAN PERDESAAN 
SOSIAL 

I I I I 
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